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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lingkup kewenangan
peradilan tata usaha negara (PTUN) dan peradilan pajak dalam mengadili suatu
perkara dan mengetahui dualisme kompetensi dalam mengadili sengketa pajak pada
peradilan tata usaha negara (PTUN) dan peradilan pajak dalam suatu perkara. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pengadilan Tata Usaha Negara
ataupun Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa dalam
bidang perpajakan karena keduanya mempunyai fungsi untuk mempertemukan antara
Pejabat Pemerintah pembuat Keputusan (Pejabat Tata Usaha Negara) dalam bidang
pajak dengan rakyat yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh
keputusan yang telah dibuat oleh pejabat. Perbedaannya adalah dalam masalah
keberatan, dimana pada PTUN tidak melayani pengajuan keberatan oleh rakyat
terhadap keputusan dalam bidang perpajakan. Konflik kewenangan antara PTUN
dengan Pengadilan Pajak terlihat pada aspek obyek sengketa, diman pada PTUN
obyek sengketanya adalah KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dan pada
Pengadilan Pajak obyek sengketanya adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh
Pejabat Yang Berwenang (Direktur Jendral Pajak, Direktur Jendral Bea dan Cukai,
Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
peraturan perudang-undangan perpajakan). Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat
berwenang ini pada dasarnya juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN). Pada kondisi ini rakyat yang mengajukan gugatan dalam memilih salah satu
dari PTUN dan Pengadilan Pajak untuk mengadili gugatan yang diajukan.

Kata kunci: dualisme, kewenangan, sengketa pajak, PTUN, Pengadilan Pajak
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ABSTRACT
This study aims to determine the scope of the authority of the state
administrative court (PTUN) and tax court in adjudicating a case and knowing the
dualism of competence in adjudicating tax disputes in the state administrative court
(PTUN) and tax court in a case. The research method used in this study is normative
legal research. The problem approach used in this study is the statutory approach
and the conceptual approach. Sources of legal materials used in this study are
sources of primary and secondary legal materials.
The results showed that both the State Administrative Court and the Tax
Court had the authority to adjudicate tax disputes because both of them had the
function of bringing together Decision-making Government Officials (State
Administration Officers) in the tax sector with people who filed a lawsuit because
they felt disadvantaged by the decision which has been made by officials. The
difference is in the problem of objections, where PTUN does not serve the submission
of objections by the people to decisions in the taxation field. The conflict of authority
between the Administrative Court and the Tax Court is seen in the object of the
dispute, where in the Administrative Court the object of the dispute is the KTUN
(State Administrative Decree) and in the Tax Court the object of the dispute is the
Decision issued by the Authorized Officer (Director General of Taxes, Director
General of Customs and Excise , Governor, Regent / Mayor, or appointed official to
implement tax regulations. Decisions issued by these authorized officials are
basically also a State Administration Decree (KTUN). In this condition the people
who filed a lawsuit in choosing one of PTUN and the Tax Court to adjudicate the
lawsuit filed.

Keywords: dualism, authority, tax dispute, PTUN, Tax Court
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